PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya
sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas
pemerintahan umum lainnya, pemerintah daerah dapat
membentuk lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas
pemberian dukungan teknis operasional dan administrasi
terhadap Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi Sumatera
Selatan.

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat | Sumatera Selatan (Lembaran Negara Rl Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Rl Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3890);

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4844);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan
Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

10.Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 Pembentukan Korps
Pegawai Negeri Sipil;
11.Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan

Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Negeri Sipil;

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

13.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

14.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri
D);

15.Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun
2008 Nomor 3 Seri D).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK
INDONESIA PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, adalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

2. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan.

4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Sekretariat Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi
Sumatera Selatan.

8. Sekretaris Dewan Pengurus yang selanjutnya disebut Sekretaris
Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah Sekretaris Dewan
Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Provinsi

Sumatera Selatan.

BAB Il
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Sekretariat Dewan Pengurus

KORPRI Provinsi Sumatera Selatan.



BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi merupakan bagian
dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), secara teknis
operasional bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus KORPRI
Provinsi dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang
Sekretaris.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai tugas
melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada
Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam
lingkungan Sekretariat Pengurus KORPRI Provinsi.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;

b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya,
mental dan rohani;

c. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;

d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat
Pengurus KORPRI Provinsi;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah
Provinsi dan Ketua Pengurus KORPRI Provinsi.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus, terdiri dari :
a. Sekretariat;
b. Bagian Umum dan Kerjasama, membawabhi :
1. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan,;

2. Subbagian Kerjasama.



